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@Perkumpulan
Kenaikan PPN 12% L2AMERTA

e Pendorong pemerintah menaikkan PPN 12%:
o  Menyempitnya ruang fiskal akibat kewajiban cicilan hutang yang tidak disertai dengan kenaikan
pendapatan pemerintah
o Kegagalan peningkatan rasio pajak sehingga menyebabkan fenomena “berburu di kebun
binatang”
o Beban F?embiayaan program populis dan program mercusuar yang menjadi komitmen dan janji
politik
e Kebijakan PPN 12% pertama kali muncul pada 5 Mei 2021 ketika Presiden Joko Widodo
mengirimkan Surat Presiden dengan nomor R-21/Pres/05/2021 ke DPRRI
e Komisi XI DPR Rl segera menindaklanjuti surat tersebut dengan mengadakan rapat
pembahasan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM pada 28 Juni 2021
e Pada 7 Oktober 2021, DPR RI resmi mengesahkan RUU HPP menjadi undang-undang.
Keputusan ini disahkan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan | Tahun Sidang
2021-2022.



Kenaikan PPN 12%: Dampak terhadap Ekonomi

Makro

Inflasi: Meskipun pemerintah mengklaim
dampaknya kecil (sekitar 0,2%), kenaikan PPN
berpotensi meningkatkan inflasi. Hal ini karena
harga barang dan jasa akan ikut naik.
Pertumbuhan Ekonomi: Kenaikan PPN
berpotensi memperlambat pertumbuhan
ekonomi, terutama dalam jangka pendek,
karena dapat mengurangi daya beli masyarakat
dan konsumsi rumah tangga.

Ekspor dan Impor: Kenaikan PPN dapat
mempengaruhi daya saing ekspor Indonesia
karena harga barang ekspor bisa meningkat. Di
sisi lain, impor juga bisa terpengaruh karena
harga barang impor juga akan lebih mahal.
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Kenaikan PPN 12%: Dampak terhadap Masyarakat AMERIA

e Daya Beli: Kenaikan harga barang dan jasa akan menurunkan daya beli masyarakat, terutama bagi
masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Hal ini dapat membebani pengeluaran rumah
tangga dan mengurangi konsumsi.

e Konsumsi Rumah Tangga: Kenaikan PPN berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga karena
masyarakat harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk membeli barang dan jasa yang sama.

e Sektor UMKM: UMKM dapat semakin tertekan dengan kenaikan PPN. Hal ini karena mereka harus
menanggung beban pajak yang lebih tinggi dan berpotensi kehilangan pelanggan karena daya beli
masyarakat menurun, selain mereka akan menanggung pekerja sektor formal yang kehilangan
pekerjaan.

e Sektor Pertanian: Kenaikan PPN dapat berdampak pada sektor pertanian, yang berpotensi
menurunkan GDP riil dan ekspor, menaikkan harga sarana-prasarana pertanian, serta menaikkan
inflasi.

e Sektor yang Bergantung pada Listrik: Sektor yang bergantung pada listrik dengan kapasitas tinggi
(3500 VA ke atas) akan menghadapi kenaikan PPN dari 0% menjadi 12%, sehingga menaikkan biaya
operasional mereka.
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Kenaikan PPN adalah solusi

jangka pendek yang

menimbulkan masalah ekonomi
sistemik dalam jangka panjang.
Mitigasi yang dilakukan
pemerintah melalui pembebasan
PPN untuk kebutuhan pokok,
insentif untuk sektor tertentu

dan paket stimulus tidak akan
berkelanjutan dan tidak
menyelesaikan masalah dasar
Kenaikan PPN berpotensi

semakin memperbesar
penurunan kelas menengah
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Penurunan Kelas Menengah EAMERTA

e |ndikasi kuat penurunan kelas menengah di Indonesia:
o  Persentase kelas menengah menurun dari tahun 2018 sebesar 23% menjadi 18,8% di tahun 2023
o Persentase calon kelas menengah (aspiring middle class) bertambah dari tahun 2018 sebesar
49,6% menjadi 53,4% di tahun 2023
o  Serapan tenaga kerja sektor formal turun dari 15,6 juta (2009-2014) menjadi 2 juta (2019-2024),
sementara jumlah UMKM bertambah 1,5% periode 2022-2023
e Sebagai dampak dari penurunan kelas menengah terjadi:
o  Penurunan rata-rata saldo tabungan nasabah <100 juta dari 3,8 juta (2014) menjadi 1,8 juta
(2024), atau terjadi fenomena “mantab: makan tabungan”
o  Penurunan kontribusi konsumsi kelas menengah terhadap PDB dari 41,9% (2018) menjadi 36,8%
(2023)
Peningkatan porsi konsumsi makanan di rumah tangga dari 36,6% (2018) menjadi 41,3% (2023)
Semakin pendeknya bonus demografi dan potensi terjadinya bencana demografi karena
kelompok usia produktif yang tidak bekerja



Penyebab Penurunan Kelas Menengah

@ Perkumpulan
A AMERTA

Kebijakan pemerintah yang mempersulit investasi: tumpang tindih perizinan antar
kementerian maupun pusat vs daerah, kepastian dan penegakan hukum yang lemah,
kebijakan impor dan ekspor yang berbiaya tinggi dan tidak pasti, kenaikan biaya operasi
karena pungutan dan akomodasi politik.

Kenaikan Biaya Hidup: Biaya hidup meningkat karena berbagai faktor seperti kenaikan harga
bahan bakar, tarif listrik, dan biaya pendidikan. Hal ini semakin membebani pengeluaran
rumah tangga dan mengurangi kemampuan untuk menabung dan berinvestasi.

Hancurnya industri padat karya seperti garmen, alas kaki, dan pertanian akibat kebijakan
impor yang tidak tepat dan tidak berkembangnya industri dasar yang menyebabkan
ketergantungan bahan baku pada impor.

Fenomena “Chilean Paradox” yang bersumber pada a) kekayaan alam dieksploitasi oleh elit
ekonomi dan gagal mengatasi kesenjangan, b) fasilitasi dan kemudahan untuk elit ekonomi
serta bantuan sosial pada masyarakat bawah sementara kelas menengah mendapat beban
pajak dan biaya yang tidak proporsional.
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Rekomendasi pada Pemerintah E2AMERTA

1. Batalkan rencana kenaikan PPN 12%: Pemerintah perlu meningkatkan pendapatan melalui
sumber-sumber alternatif yaitu: penyitaan aset likuid dari kasus-kasus mega korupsi, bandar judi
online, serta memeriksa dan merampas rekening gendut para pejabat publik yang terbukti didapatkan
dengan cara-cara tidak benar.

2. Pemangkasan biaya/belanja pemerintah: Pemangkasan dilakukan untuk biaya rutin yang tidak
produktif dan program-program yang tidak menimbulkan multiplier effect ekonomi yang signifikan.

3.  Pengembangan iklim investasi: Iklim investasi dapat diperbaiki melalui penyederhanaan proses
perizinan, perbaikan kelembagaan ekonomi, penghilangan berbagai pungutan yang menyebabkan
kenaikan biaya investasi dan operasi, kepastian dan penegakan hukum, dan fasilitasi infrastruktur yang
sesuai

4. Peninjauan peraturan impor dan ekspor yang distortif: Peraturan impor dan ekspor seringkali
distortif karena dimaksudkan untuk mendapatkan biaya politik, fasilitasi kroni, dan tidak didasarkan
pada strategi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kapasitas nasional yang seimbang.

5. Peninjauan program-program populis: Berbagai program populis dikembangkan sebagai
pemenuhan janji politik tanpa didasari analisis yang mendalam terhadap pengalaman sebelumnya dan
multiplier effect yang dihasilkan (SROI: Social Return on Investment)
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